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ABSTRAK

Pengakuan masyarakat hukum adat secara normatif diatur dalam Pasal
18B ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 3 UUPA, serta ditegaskan melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan
adat bukan bagian dari hutan negara. Namun, dalam praktik hukum administrasi
perlindungan hak ulayat belum sepenuhnya terjamin. Hal ini melihat dalam
Putusan PTUN Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR yang menolak gugatan
masyarakat adat Suku Awyu terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
PT Indo Asiana Lestari dengan alasan pemenuhan prosedur administratif
perizinan. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum masyarakat adat Suku
Awyu serta implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hak ulayat dalam
kerangka hukum administrasi negara dan hukum lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi pustaka.
Yaitu, penilitian yang mendalami dimensi-dimensi suatu permasalahan yang ada
didalam dinamika hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendakatan
kasus. Undang-undang yang digunakan sebagai sumber bahan hukum primer
meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Putusan PTUN
Jayapura Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, hak ulayat Suku Awyu
secara normatif memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat karena dijamin oleh
UUD 1945, Putusan MK No. 35/2012, UU Otsus Papua, dan Perda Boven Digoel
No. 2/2023. Kekuatan normatif tersebut tidak berjalan secara efektif karena tidak
diikuti oleh implementasi administratif yang konsisten. Kedua, dalam praktiknya
putusan PTUN Jayapura justru melemahkan kedudukan hukum masyarakat adat
akibat adanya konflik kepentingan antara perlindungan hak ulayat masyarakat
adat dengan kepentingan negara ~dan. korporasi ~yang | berorientasi pada
pembangunan ekonomi dan investasi.

Sejalan dengan kesimpulan' diatas, maka saran dari penulis ialah negara
perlu memformalisasi hukum adat sebagai living law melalui pengesahan Undang-
Undang Masyarakat Adat dengan tujuan menegaskan masyarakat adat sebagai
subjek hukum yang mandiri, sementara aparat penegak hukum dan hakim PTUN
wajib mempertimbangkan hukum adat sebagai living law agar putusan tidak
hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif.
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